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Dalam  rangka  Pembangunan  Akuntabilitas  Kinerja
merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka
mempercepat  pelaksanaan  Reformasi  Birokrasi  untuk
mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, kapabel,
serta  meningkatnya  kualitas  pelayanan  publik  kepada
masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi
Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (Berita  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2021  Nomor  1569)  merupakan
rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur
yang  dirancang  untuk  tujuan  penetapan  dan  pengukuran,
pengumpulan  data,  pengklasifikasian,  pengikhtisaran  dan
pelaporan  kinerja  pada  instansi  pemerintah  dalam  rangka
pertanggungjawaban  dan  peningkatan  kinerja  instansi
pemerintah.

Untuk  mengetahui  sejauh  mana  implementasi  SAKIP
dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian
kinerja  yang tepat  sasaran dan berorientasi  hasil,  maka perlu
dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP
yang berpedoman kepada Peraturan Walikota Bandung Nomor 4
Tahun  2024  tentang  Pedoman  Teknis  Evaluasi  Akuntabilitas
Kinerja  Instansi  Pemerintah  di  Lingkungan  Pemerintah  Kota
Bandung. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap
instansi  pemerintah,  khususnya  pemerintah  daerah  untuk
berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi
SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja  outcome yang telah
direncanakan.

Sehubungan  hal  tersebut  akan  dilaksanakan  Evaluasi
AKIP Perangkat Daerah oleh Tim Evaluasi AKIP pada Inspektorat
Daerah  Kota  Bandung,  dan  Evaluasi  AKIP  Internal  Perangkat
Daerah  yang  dilaksanakan  secara  mandiri  oleh  Perangkat
Daerah.
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Pelaksanaan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025
(Tahun Anggaran  2024)  dilaksanakan  oleh  Tim Evaluasi  AKIP
Inspektorat  Daerah  Kota  Bandung  yang  sudah  menggunakan
Aplikasi  SIMONES  (Sistem  Monitoring  dan  Evaluasi  SAKIP),
sedangkan untuk pelaksanaan Evaluasi AKIP Internal Perangkat
Daerah Tahun 2025 (Tahun Anggaran 2024) dilaksanakan oleh
Tim Evaluasi AKIP Internal Perangkat Daerah yang dibentuk oleh
Kepala  Perangkat  Daerah,  dengan  menggunakan  Aplikasi
SEMAKIN  PD  (Sistem  Evaluasi  dan  Monitoring  AKIP  Internal
Perangkat Daerah).

Pelaksanaan Evaluasi AKIP akan dilaksanakan mulai dari
tanggal  26  Mei  2025  sampai  dengan  26  Juni  2025  dengan
rincian kegiatan sebagai berikut:

                1. Tanggal  26  Mei  2025  –  26  Juni  2025  :  Tim Evaluasi  AKIP
Perangkat  Daerah  pada  Inspektorat  Daerah  Kota  Bandung
melaksanakan Evaluasi AKIP PD ;

                2. Tanggal  27  Mei  2025  –  5  Juni  2025  :  Perangkat  Daerah
mengupload Dokumen yang diperlukan dengan menggunakan
Aplikasi  SEMAKIN  PD  (Sistem  Evaluasi  dan  Monitoring
Internal Perangkat Daerah) ;

                3. Tanggal  5  Juni  2025  –  23  Juni  2025  :  Perangkat  Daerah
melaksanakan  Penilaian  Mandiri  Evaluasi  AKIP  Internal
Perangkat Daerah.

Untuk  melaksanakan  hal  tersebut  di  atas  kami
informasikan  bahwa  Dokumen  untuk  pemenuhan  Eviden
Evaluasi  AKIP Perangkat  Daerah Tahun Anggaran 2024  yang
harus diupload adalah sebagaimana terlampir pada Lampiran 3.

 Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

                

Pj. SEKRETARIS DAERAH,
         

Tembusan:
Yth. 1. Wali Kota Bandung (Sebagai Laporan);

2. Wakil Wali Kota Bandung (Sebagai Laporan);

 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang
diterbitkan BSrE Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 1 Surat Edaran
Tanggal : 26 Mei 2025
Nomor : 079-INSPEKTORAT/2025

NAMA PETUGAS PENDAMPING EVALUASI AKIP INTERNAL
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 

INSPEKTORAT DAERAH KOTA BANDUNG

NO TIM EVALUATOR PERANGKAT DAERAH

1. Hj. Riawati Prihatini, S.Psi., M.P 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Kecamatan Babakan Ciparay
4. Kecamatan Cibeunying kidul

2. Eman Suherman, SE 1. Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Badan  Perencanaan  Pembangunan  Penelitian

dan Pengembangan 
3. Kecamatan Sumur Bandung
4. Kecamatan Antapani

3. Deni Lesmana, S.Sos 1. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
2. Kecamatan Regol
3. Dinas Ketenagakerjaan
4. Kecamatan Rancasari

4. Rike Irawaty, S.H 1. Kecamatan Lengkong
2. Kecamatan Kiaracondong
3. Kecamatan Bojongloa Kaler
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah

5. R Yuyi Yuliani, S.H 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Kecamatan Sukasari
3. Kecamatan Batununggal
4. Kecamatan Andir 

6. Selly Dwiyanti, S.E 1. Dinas Arsip dan Perpustakaan
2. Dinas Perdagangan dan  
3. Kecamatan Bandung Kidul
4. Kecamatan Cidadap

7. Erna Kurniawaty, S.Pi., M.M 1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2. Dinas Lingkungan Hidup
3. Kecamatan Panyileukan
4. Kecamatan Coblong

8. Abdul Latif Fatoni, S.Sos 1. Dinas Kesehatan
2. Kecamatan Bandung Wetan
3. Kecamatan Cinambo
4. Kecamatan Bandung Kulon

9. Gagan Ramdan Ginanjar,S.H. 1. Kecamatan Bojongloa Kidul
2. Kecamatan Astanaanyar
3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4. Kecamatan Gedebage

10. Salman Al Hadi, SE., ME 1. Sekretariat DPRD
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia (BKPSDM)
3. Inspektorat Daerah
4. Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan

Perlindungan Anak (DP3A)

11. Gustiman Farid, S.AP 1. Dinas  Cipta  Karya,  Bina  Konstruksi,  dan  Tata
Ruang

2. Dinas Sosial

 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang
diterbitkan BSrE Badan Siber dan Sandi Negara

NO TIM EVALUATOR PERANGKAT DAERAH

3. Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

4. Kecamatan Cibiru
12. Nikson Pola Sinaga, 

S.STP., S.A.P., M.Si
1. Sekretariat Daerah
2. Satuan Polisi Pamong Praja
3. Badan Pendapatan Daerah
4. Kecamatan Mandalajati

13. Kartika Setianingrum, 
S.STP., M.Tr.Ip

1. Dinas  Kebakaran  dan  Penanggulangan
Bencana

2. Dinas Pemuda dan Olahraga
3. Kecamatan Cicendo
4. Kamatan Buahbatu

14. Amalia Rineta Eka Putri 
Arbani, S.Kom.

1. Dinas Perhubungan
2. Dinas Pendidikan
3. Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga

Berencana
4. Kecamatan Sukajadi

15. Dra. Hj. Woerli Detti 
Lianawati, M.Si.

1. Kecamatan Arcamanik
2. Kecamatan Cibeunying Kaler

16. Cucu Nursyamsu, SE 1. Kecamatan Ujungberung
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pj. SEKRETARIS DAERAH,
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                 Lampiran 2 Surat Edaran
Tanggal : 26 Mei 2025
Nomor : 079-INSPEKTORAT/2025

                     DAFTAR PERANGKAT DAERAH

1 Sekretariat Daerah Kota Bandung

2 Sekretariat DPRD Kota Bandung

3 Inspektorat Daerah Kota Bandung

4 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 

5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

6 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

7 Badan Keuangan dan Aset Daerah

8 Badan Pendapatan Daerah

9 Dinas Pendidikan

10 Dinas Kesehatan 

11 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

12 Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang

13 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

14 Dinas Sosial

15 Dinas Ketenagakerjaan

16 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

17 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 

18 Dinas Lingkungan Hidup

19 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

20 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

21 Dinas Perhubungan 

22 Dinas Komunikasi dan Informatika 

23 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

24 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

25 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

26 Dinas Pemuda dan Olahraga 

27 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

28 Dinas Arsip dan Perpustakaan

29 Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana 

30 Satuan Polisi Pamong Praja 

31 Kecamatan Arcamanik 

32 Kecamatan Andir 

33 Kecamatan Antapani 

34 Kecamatan Astanaanyar 

35 Kecamatan Bandung Wetan 

36 Kecamatan Bandung Kulon 

37 Kecamatan Bandung Kidul 
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38 Kecamatan Bojongloa Kaler 

39 Kecamatan Babakan Ciparay 

40 Kecamatan Bojongloa Kidul 

41 Kecamatan Batununggal 

42 Kecamatan Buahbatu 

43 Kecamatan Cicendo 

44 Kecamatan Cidadap 

45 Kecamatan Cibiru 

46 Kecamatan Cibeunying Kaler 

47 Kecamatan Cibeunying Kidul 

48 Kecamatan Cinambo 

49 Kecamatan Coblong 

50 Kecamatan Gedebage 

51 Kecamatan Kiaracondong 

52 Kecamatan Lengkong 

53 Kecamatan Mandalajati

54 Kecamatan Panyileukan 

55 Kecamatan Regol 

56 Kecamatan Rancasari 

57 Kecamatan Sukasari 

58 Kecamatan Sukajadi 

59 Kecamatan Sumur Bandung 

60 Kecamatan Ujungberung 

  Kota Bandung

Pj. SEKRETARIS DAERAH,
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Lampiran 3 Surat Edaran
Tanggal : 26 Mei 2025
Nomor : 079-INSPEKTORAT/2025

DAFTAR EVIDEN YANG HARUS DIUPLOAD

1. RPD Tahun 2024-2026;

2. Renstra Perangkat Daerah/Renstra Perubahan;

3. Renja Tahun 2024;

4. LKIP Tahun 2024;

5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024;

6. SK IKU dan IKU Tahun 2024;

7. PK Kepala Daerah

8. PK Perangkat Daerah

9. IKI Tahun 2024;

10. DPA Tahun 2024;

11. DPPA Tahun 2024;

12. RKT Tahun 2024;
13. RKA Tahun 2024

14. Dokumen Rencana Aksi atas PK dan Monev IKU;
15. Laporan IKU pada Perangkat Daerah Triwulan;

16. Monev Program dan Kegiatan Triwulan pada PD;

17. Casscading Kinerja Tahun 2024;

18. SKP Tahun 2024;

19. LRA;
20. Laporan Realisasi Kinerja;

21. SOP Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan data kinerja;

22. Screenshoot Aplikasi mangbagja (SKP Triwulan);

23. Dokumen dasar hukum/aturan terkait penempatan/ 
penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional;

24. Dokumen dasar hukum/aturan terkait Perubahan SOTK pada PD;

25. Dokumen Laporan IKI dan SKP pada PD;

26. Laporan Kinerja Monev IKI;

27. Laporan Capaian Kinerja Triwulan/Semesteran;

28. Upload LAKIP SKPD pada alamat web site E-Sakip;

29. Bukti Screenshoot esr.menpan.go.id dan penjelasan dalam 
Perpres No 29 Tahun 2014;

30. Hasil Wawancara, Notulen rapat rutin pembahasan capaian 
kinerja;

31. LKIP Triwulan dan Monev IKU;
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32. Laporan Capaian IKU Tahun 2022 s/d 2024;

33. SK/ SP Kepala SKPD untuk melaksanakan evaluasi 
akuntabilitas kinerja internal pada Perangkat Daerah;

34. SP Pimpinan Perangkat Daerah untuk melaksanakan 
pelatihan/diklat/bimtek/workshop/sosialisasi/ penugasan 
evaluasi SAKIP;

35. Screen shoot aplikasi E-SAKIP;

36. Laporan Evaluasi berkala yang dilakukan oleh Perangkat 
Daerah;

37. Laporan Kinerja serta Monitoring Evaluasi Indikator Kinerja 
Individu Pegawai;

38. Perwal No. 119 Tahun 2022 (Petunjuk Teknis Penyusunan 
Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja
Tahunan, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu, 
Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, 
Pelaporan Kinerja);

39. Perwal No. 4 Tahun 2024 (Pedoman Teknis Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan 
Pemerintah Kota Bandung);

40. Screenshoot keberadaan Renstra dan Renja/RKT Perangkat 
Daerah pada website Perangkat Daerah;

41. Berita Acara Asistensi yang menunjukkan adanya struktur 
masalah secara berjenjang dari masalah pokok/isu strategis 
Perangkat Daerah, masalah dan akar masalah;

42. Pohon kinerja PD;
43. Berita Acara Asistensi yang menunjukkan adanya pohon 

Kinerja PD yang menggambarkan upaya pemecahan masalah
hasil pemetaan PD;

44. BA hasil asistensi yang menyatakan bahwa indikator kinerja 
PD telah sesuai dengan sasaran pada pohon kinerja;

45. BA Asistensi yang menunjukkan bahwa Data kinerja telah 
relevan/sesuai dengan struktur masalah;

46. BA hasil asistensi yang menyatakan bahwa indikator kinerja 
PD telah sesuai dengan sasaran pada pohon kinerja;

47. BA hasil verifikasi yang menyatakan bahwa Indikator Kinerja 
Utama (IKU) Perangkat Daerah telah sesuai dengan pohon 
Kinerja;

48. SK Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Internal Perangkat Daerah;

49. BA hasil verifikasi yang menyatakan bahwa Indikator Kinerja 
Utama (IKU) Perangkat Daerah telah sesuai dengan pohon 
Kinerja;

50. BA hasil reviu Renstra/Renja;

51. Matrik Peran Hasil;

52. BA keselarasan antara SKP dengan Renja;

53. BA hasil verifikasi yang menyatakan bahwa Target Kinerja 
Perangkat Daerah telah sesuai dengan data kinerja dan 
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sasaran pada pohon kinerja;
54. BA hasil asistensi yang menyatakan bahwa Cascading 

Kinerja telah menunjukan croscutting antar unit kerja 
(entitas);

55. Berita Acara Hasil Asistensi Hasil Asistensi Validasi Data 
Penunjang Capaian Kinerja;

56. Lembar Pemeriksaan TPP ( capaian kinerja bulanan, reviu 
perilaku, sundulan, dan potongan2 dari perilaku negatif, 
kehadiran dsb);

57. Perwal Rotasi Mutasi

58. Screenshot BAB 3 LKIP Tabel Pencapaian target Misi;

59. Screenshot BAB 3 LKIP Tabel Program, Kegiatan dan Sub 
Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU;

60. Screenshot BAB 3 LKIP Tabel Program, Kegiatan dan Sub 
Kegiatan yang dilaksanakan PD;

61. Screenshot BAB 3 LKIP PD Tabel efektivitas dan efisiensi 
anggaran;

62. Screenshot BAB 2 LKIP PD Tabel Perencanaan sebelum reviu 
dan sesudah reviu terkait dokumen SK IKU dan PK; 
Catatan : Apabila ada perubahan terhadap SK IKU dan PK.

63. Screenshot BAB 3 LKIP PD Tabel Persentase Anggaran hasil 
dari efisiensi yang menunjang IKU;

64. Screenshot BAB 3 LKIP PD Tabel Analisis Program/ Kegiatan 
yang mendukung keberhasilan dan kegagalan (faktor 
penghambat dan faktor pendukung Program/ Kegiatan);

65. Screenshot BAB 3 LKIP PD Tabel Analisis atas efisiensi 
sumber daya atau anggaran yang mendukung IKU Perangkat
Daerah;

66. Screenshot BAB 3 LKIP PD Tabel Analisis Penyebab 
keberhasilan/ kegagalan;

67. Screenshot BAB 4 LKIP PD alterative atau solusi yang 
dilakukan Perangkat Daerah;

68. Screenshot BAB 3 LKIP PD pada Tabel perbandingan kinerja 
dan analisis perbandingan realisasi kinerja;

69. Screenshot BAB 3 LKIP PD pada Tabel perbandingan realisasi
kinerja tahun ini dengan target jangka menengah;

70. Screenshot BAB 3 LKIP PD pada Tabel perbandingan target 
kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun lalu dan 
beberapa Tahun terakhir;

71. Screenshot BAB 3 LKIP PD pada Tabel perbandingan target 
kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun ini;

72. Screenshot BAB 3 LKIP PD pada Tabel Capaian IKU, 
Formulasi Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian serta 
Akuntabilitas Keuangan;

73. Screenshot BAB 3 LKIP PD pada Analisis faktor Penyebab 
keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan 
kinerja;

74. Screenshot BAB 4 LKIP PD pada alternatif solusi yang 
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dilaksanakan;
75. BA Asistensi yang menyakatakan bahwa DPA telah sesuai 

dengan Sasaran Kinerja dan Pohon Kinerja;
76. Proses Bisnis Kegiatan Perangkat Daerah;

77. Surat Edaran Perihal Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (AKIP) Internal Perangkat Daerah Pemerintah 
Kota Bandung Tahun 2024;

78. Perjanjian Kinerja Eselon secara berjenjang;

79. Surat Perintah/Undangan untuk mengikuti sosialisasi 
evaluasi AKIP Internal PD/Sertifikat Bimtek AKIP;

80. Cheklist Pengumpulan data dan informasi dan dokumentasi 
hasil kegiatan Evaluasi AKIP Internal PD;

81. Berita Acara Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun Sebelumya;

82. Hasil penilaian Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya;

83. Lembar hasil Verifikasi LKIP.

Pj. SEKRETARIS DAERAH,
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